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ABSTRAK 

 

Larangan persekongkolan tender diatur baik dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun 

Perpres No. 12 Tahun 2021. KPPU hanya berwenang untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang terindikasi persekongkolan tender. Di 

dalam putusan persekongkolan tender antara Putusan KPPU dengan Putusan 

Pengadilan terdapat perbedaan dalam menegakkan hukum terhadap organ 

pengadaan yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai ratio decidendi pembatalan Putusan KPPU tentang 

persekongkolan tender oleh Putusan Pengadilan dalam upaya harmonisasi putusan 

persekongkolan tender dan tanggung jawab secara proporsional dari organ 

pengadaan dalam persekongkolan tender. Hasil penelitian akan menunjukkan 

bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus organ pengadaan 

yang terlibat dalam persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah serta 

tanggung jawab organ pengadaan secara proporsional berdasarkan batasan 

wewenang dari masing-masing organ pengadaan yang terlibat dalam setiap proses 

tendernya. Selain itu, persekongkolan tender juga menimbulkan pemutusan pada 

kontrak pengadaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 

dan Penyedia. 

Kata Kunci: Harmonisasi, Putusan Persekongkolan Tender, Organ 

Pengadaan, Tanggung Jawab. 
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ABSTRACT 

 

The prohibition of bid rigging is regulated in UU No. 5 Tahun 1999 and Perpres 

No. 12 Tahun 2021. KPPU is only authorized to carry out examinations of business 

actors who are indicated to be in bid rigging. In the tender conspiracy decision 

between the KPPU's Decision and the Court's Decision, there are differences in 

enforcing the law against the procurement organs involved in tender conspiracy. 

This study discusses the ratio decidendi of the cancellation of the KPPU's decision 

on tender conspiracy by a Court Decision in an effort to harmonize the decisions 

of tender conspiracy and the proportional responsibility of the procurement organ 

in tender conspiracy. The results of the study will show that KPPU is not authorized 

to examine and decide on the procurement organs involved in the conspiracy to 

tender for the procurement of government goods/services and the responsibility of 

the procurement organs proportionally based on the limits of authority of each 

procurement organ involved in each tender process. In addition, bid rigging also 

results in the termination of the procurement contract that has been signed by 

Pejabat Penandatanganan Kontrak and the Provider. 

Keywords: Harmonization, Tender Conspiracy Decisions, Procurement Organs, 

Responsibility. 
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